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semakin. Jhangat. uatuk dibicarakan.
Pemtiwa itu ferjadi pada saat armada
ke-V1. Amenka Serikat: (AS) sedang
menbadak.m Iatihan perang i sekitar

Teluk Sidra yang berhadapan dengan .

pan_tai}_utara'_ Libya. Pagi itu pukul
07.00 tanggal 19 Agustus 1981, dua
pesawat  tempur AS F-14 Tomcat
yang . berpangkalan di kapal induk
USS Nmzztz terlibat dalam suatu ben-
trokan senjata diwilayah udara Teluk
SiGra dengan duva pesawat . tempur
Libya (Sukhoi) SU-22. Bentrokan

senjata itu berakhir dengan tertembaks,

aya ‘kedua pesawat SU-22 tersebut.

:Untuk. kesekian kalinya. terbukii
lagi ..bahwa . hubungan . internasional
vang -dilalcukan oleh setiap. nepara ti-
dak selaln -mempunyai latar belakang
kepentingan  nasional _ yang
Perbedaan kepentingan nasional di an-
tara :negara-negara ity sering menim-
bulkan benturan—benturan karena pa-
da pokoknya masing-masing - pikak
he_ncia_l;_ mempertahagkan kepentingan-
nya sendiri dan keadaan demikian
ini:dapat mengakibatkan persengketa-
an internasional. e

Begitulah maka sehagazmana yanﬂ
tersnnpul pada tulisan Brierly di ba-
wah ini, 1) bahwa adanya Hukum In-
Lemaszonal dimaksudkan untuk meng-
atur - hubungan-hubungan antara ang-
gota “ masyarskat internasional vang

1. - JL o Brierv. The. Law - of Natione

'ZPER_ISTIWA ’E‘ELUK SEDRA BEBAN BERAT BAG%"_
HU;{UM INTERNASiGNAL

:.V oleh s
NASRI GUSTAMAN

cPeristiwa Teiuk Sldza membuat sua-.
sana kawasam T1mur Tenaah menjaéa.

sama. -

satu dengan ang ota yang iam

’Law can om‘p exist ina sociely, amf rf'ze
can.be no society. without:a sysiem of,
to regulate the relgtions of i1s membery o
oneanother’ '

Dalam prakiek hubungan an .
aegara, dapat terlihat adanya Hukum' !
Internasional sebagai suatu sxst‘em 3
kum yang bersifai mengikat. Hal 1111_'
secara . jelag © dinyatakan Juga ‘oleh
Bnerly 2) bahwa : | -

“The best evidence for the existence af
ternational law is that every actual srate:
recognizes that it does exist and that i 'zs*
iself under obligation ro observe it".

Waiaupun nehara negara menyada .
akan adanya Hukum Internasional dan_.'
menerimanya scbagal suatu ukuran_
tingkah laku yang baku (interpational
law. as a standard of conduct} dalam__;
masyarakat 1ntemasmnal tetapi pada
kenyataannya sering terjadi hal-hal
vang justru tidak d&ahendam oleh.
Hukum Internaswnal itu sebagal suatu_
tertib hukum. -

Tulisan inipun dibuat untuk berusa-
ha menunjukkan beban yang dlplkul'
oleh Hukum Internasional dalam me-
nnatus: hitbungan antara anggota~ang-
gota masyaraicat internasional, secara
khusus dalam kaitannya dengan peris
tiwa Teluk Sidra antara dua negara,

2. L. Brierly, The Quzlock for Inter
national Law, 1944, hal, 4,3, yang di-
kutip dari William W. Bishop, Jr., In-
termatteradl Pt e aomn gl B p e




JHukum dan Pembanﬂman _'

-dltantang untu_i{ memperhhatkan ke-
mampuannya mengatas konflik anta-
ra kedua negara fersebut.

CEEDAHLATAN NEGARA - DI RU-
ANG UDARA.
C-Puel antara kedua negara itu tegadi
di ‘wdara, maka pembicaraan skan hat
ity tentn #idak lepas dari pembicaraan
_tentang kedaulatan suaiu negara i
ruang udara (air space). Setiap negara
menhyut: Hukum Internasional -~ Hu-
kum' Udara Internasional mempunyai
kédaulatan® 'yang mutlak dan tidak
dapat dikuvrangi oleh negera lainnya
terhadap . _:alur yuang udara di. afas
w;laya,bﬂya vakni sesual dengan ke-
wntuan pasal 1, Konvensi Chicago
1944, 3)

"The contracring Sraz‘es recogrize that every
State has complete and exclisive sovereion.
ty over the airspace above ity ferritory’.

Batas ketinggian jalur rmang udara
yapg dimaksud tidak dijelaskan oleh
konvensi ‘itu, karena pada saai Konfe-
re,ns1 Chicago 1944 itu disclenggara-
kan penerbangan hanyva bisa dilaku-
kan dx jalur marlﬂ di atas permukaan
bumi di mzma terdapat unsur-unsur
gas “vang ‘disebut “udara’ {gascous
air) dan. dxsampmg itu ternyata tidak
ada usul ‘darj para ahli teknis yang ha-
du saat itw’ vang menmperkirakan ban-
wa penerbanaan di “luar jalur‘rudng
udara dimungkinkan akan segers fer-
jadi. 4) Sampai sekarangpun di anta-
ra para ahli Hukum Internasional ii-
dak ada kesamazan pendqpat (ada ber-
b:wau macam teori} mengenal batas ke-
tmgglan Jalur ruang udarz ini, Materi
persoalan ini memang Sancat pelik,
sehmgga sulit untuk menentukannya

300 Lihar "Convention on Intemnational
Civil Avigrion', di tanda tangani di
CChicago pada tgl. 7 Desember 1944,

4. A0 Cooper Alfr Law : Subject Mat-
ter, Terminology, Definition, 1951
T I L P O N e T T A Y.

S Hukum. Interpasional -

secam pastl. Keadaan demikian seb
narnya harus diatasi segera, mengng
kemajuan teknologi yang felah mamoy
melakukan peluncuran—pdumumn di
raang hampa udara. :

Lepas darl permasalahan belum ada- -
nya keteniuan batag ketinggian jalur:
ruang udara, periu diketahui bahwa
batas ketinggian jalur ruang udara itu -
adzlah sekaligus merupakan batas per-
mulaan dari pada jalur vang ada di
atasnya, valtu vang disebut ruang.
angkasa {outer space). Terhadap jalar
yang disebut terakhir ini Hukum Ru- .
ang Angkasa menentukan bahwa se-~
nmua “negara boleh memanfaatkannya:”
Ruang engkasz tidak dapat dijadikaq™
obyek pemilikan, ‘sehinpza dengap”
Elemikian negara-negara  dilarang un-
tuk meluaskan wilayahnya di sanal
Ketentuan demikian diatur dalam pas!
sal 11, Outer Space Treaty 1967: 3)-

“Chuter space, im‘!uda‘ng the moon and other
celestiol bodies, Iy not subject to national
appropriation by clafnr of sovereignty, by
means of use or occuprtion, or by any
other means', :
Tembak-menembak z2niara pesawat-
pesawat Libya dan AS itu terjadi pada
ketinggian 7000 meter atau 20000 ka-
ki. 6) Ketinggian ini kiranya bisa di-
makiumi masih dalam batasjalur ruang
udaza, sebab secara longgar kini batas
ketinggian jalur ruang udara dizanggap
berada di antara Ketingzian 110 dan
160 kilometer di afas permukaan bu-
mi. Batas'ini bersumber dari kaidah’
bahwa pada ketinggian itu sebuah ben-
da tak bertenaga dapat mengitari bumi”
dalam suain orbit bebas. 7) Karena
masih dalam batas jalir ruang udara,
maka ketentuan hukum yang berlaku
adalah ketentuan menuruf Konv_ensi

5. Lihap UTreaty on Principles Conceamis
ing the Activities of Statesin the Ex-
ploration and Use of Quter Space, In-
clutling the Moon and other Celestial
Bodies', 27 Januar 1967 yvang lebih
dikenael dengan sebutan "Ouler Space
Treaty 1967
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“ Chzcago 1944 dan buk:m Guter Space

Freaty 1967

KEDAULATAN  NEGARA “ATAs

WILAYAH LAUT TERITOREAL

Seian;umya parlu ;}uh dxketahul

ébakah peristwa tembak: menembak di.

‘jalur-ruangudara fersebut tefadi«di
ruang: bdaradi. afas .wilayah Libya,
mengmgai ketentuan ‘dalam pasal -1
Korwensa Clncago 1944 di.atas yang

menvatakan bahwa -negara ‘berdaiat

atas jalar: ruano udara-di atas wilayah
nvas(above its ierritory). Wilayah su-

atusnegara-yang:dimaksud itu-diatur.
dalam  ‘pasal:»2;. konvend. yan«r sa-

ma:8)

“Ror the puipssés of this Convention the
territory of a State swll be deemed o be
the land areas and territorial waters adfa-
Lt’_HI ﬂzelem zmdc}r i‘lze smerelgntl' su._cmm— i
i}’, pm[c cnoﬂ w Hmnda!e of Q:tr:‘h S&He"

Jadi wilayah-itu-meliputi-luas daratan
dan peralxan teritomal yvang beri}atasan
dalam kuddulatan negard yaag bers&ng—
kutan .

_Libva ddalah neca;a yang memﬂ;kl
panizn dan oleh karena ity vang menja-

di purtanyaan untuk dijawab ialah per-_

tanvaan mengcnm batas w11ayah Libva
yanﬂ berupa perzuran tentonal (ier-
ntonal waters)

" Dalam Hukum' Laut InternamonaI

perairan tentonal mehput; peraurzm pe-
dalaman dan laut teritorial. Megnurut
Konvensi Geneva 1958 tentang Laut
Wilayah (Laut Teritorinl), :maka di da-
lam laut:eritorial ini negara pantai me-~
laksanakan dan mempunyai 'sovereni-
tas” (kedaulatan tferitorial vang mui-
lak) baik atas airnya, tanah di bawah-
nya, segala- kekavaan aslamnva, mau-
pun udara di-atasnya. )

8, Lihar "Conveniion on Intemationa
Civil Aviarion”, -ditanda rangani Ji
Chicago pada tgi. 7 Desember 944,

9. Hasjim Djalal; Dr., Penuangan Inda-
pevia di MidopoocfHuakinn Lot Badar

‘Tentang berapa lebar lauf teritos
tidak :ada ketentuan yang pasti. Konf
rensi Geneva 1958 dan:1960 hdak be
hasil: menetapkan lebar laut tentena}. ,
itu. Sejak tahun 1960 itupun berpuiuh:;'-
pulufi- ‘negarz. -baru . merdeka -tela
muncul. Negara-negara - ini kemud;a_
telah menetapkan sendiri lebari‘lani

teritorial -mereka sesuai dengan- ke:bu— S

tuhan mereka masing-masing, umum-
nya antara 3 samp:u 200 mil. 103}

?ANGKAL TOLAK }’ERSENGKET;
AN. N

Senghe:ta Teluk Sidra ternyata, 'ber—.
pangkal tolak pada pcrbedaan kon :
laut  teritorial -dan konsep sebuah

eluk yang dlanut oieh leya dan"“AS.

AS menganut batas}aut tentona.'l__
jauh 3 mil laut’ Sedang Libya men
nui 12 mil dari garis pantai. 'Un_ k-
Teluk, Sidva, Libya sejak tahun 1973 -
menuntut  sclurch perairan dala."
teluk tersebut sebagai wﬁayah te'
tonalnya vaitu dengan menarik gay
lurus dari dua titik pada mulut tciuk :
l\egara -negara besar seperti AS ten-n

tu saja mempertahankan konsep. Iaut_
teritorial (wilayah laut teritorial mern-
pakan bagian dari wilayah negara pan-
tai)-sejauh 3 mil laut. AS merupakan-
negara maritim . yang mempunyai ar-.
mada perang, kapal-kapa! dagang dan.
tanker yang besar, tentu mengingin-.
kan-adanya jalur laut vang luas untuks
bebas bergerak. Prinsip kebebasan:-di
laut ‘lepas (the freedom of high seas):
dipertahankannva  sejzsk Konferenci:
Hukum Laut Internasional di Geneva:
tahun- 1958 dan 1960, konferensi ma-
nz - gagal mengatasi perbedaan lebar:
lzut teritorial éi antara negara maritim:
kuat dan negara pantai yang sedang:
berkembang. Presiden Reagan sejak se-
mulza telah memerintahkan latihan pe-
rang itw dilakukan di dalam perairan:
yang dituntut oleh Libya dengan mak-
sud untuk memancing kemarahan Mu-
ammar- Kaddafi. 11} AS tidak menga-

Tra1t I mrncmes .32 mwmal Jmgnd . deyemtomamend  geim
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bab dengan konsep itu maka akan ba-
nyakiselai-selat: internasional yang be-
rubahl. menjadi Selatselat nasional. Ka-
palikapal’ selam::AS akan -havus naik
kepermukaan  laut untuk  meliwati
'selat—selat nasional negara pantai. Kese-
muanyaini tentu. merupakan kerug.an
'besar bagiAS.. ..
iNegaray pantal seperti: leya sebahk—
nyasamenganggap:batas 3omil laut
teritorial pada masa sekarvang sudah ti-
. dak.mencerminkan prinsip-prinsip ke-

adilan"dan’ tidak ' sesuai bagl keamanan’

negaranya. Libya merasa keamanannva
lebxh terjamm denigan batas laut ieri-
0 “192°mil. Pencadangan  sumber-
sumber kekayaan laut hayati maupun
non»hayan vang lebih besar daiam wi-
layah iaut tentonal yang luas. Kese-
5(3, ini menyebabkan Libya senan-
__hendak mempertahankan konsep

12 mﬂ yang dlanutnya dan bahkan me-

nuniut selurub perairan. dalam Teluk
Sidra sebagal wilayahnya. Kaddafi
sampm menyatal\.an ‘hahwa megaranya
senantiasa siap untuk mempertahan-
kan Teluk S1dra, walaupun misalnva
ztu berartz suatu  perang dunia ke
t;ga 12) :

~Tampak bahwa masing-masing nega-
ra-yang bersengketa ini saling ingin
mempertahankan kepentingan nasi-
onalnya- sendirl., Terjadi konflik yang
disebabkan perbedaan kepentingan na-
sional; Para pihak tidak lagi mengin-
dabkan prinsip-prinsip umum Hukum
Internasional yang mengharuskan ada-
nya-saling menghormati (mutual res-
pect) “kedaulatan wilayah negara lain.
Ukuran-ukuran Hukum Internasional
agar bangsa yang beradab hidup ber
dampingan secara damai diabaikan be-
gitu saja. Kedua negara ini telah mela-
kukan - tindakan-tindakan vyang tidak
bersahabat. Kaddafi tentu menvadari
adanyes ketidak seimbangan kekuatan
militer negaranya dengan AS, tetapi
pada dasarnva seseorang tidak harus
lebih kuat dari pada pihak vang me-

P TTL. . U T UL NP

nya. Hak itu tetap akan dipertahan.
kannya walaupun diketzhui bahwa ia
akan kalah.

Tuntutan Libya atas seluruh per-
airan pedalaman Teluk. Sidra sebagzu:‘
wilayah teritorialnya, vaitu dengan
renarik garis lurug darl dua titik pada
mulut “teluk ' tidak - ditunjang oleh
alasan’ vang kuat, meningat lebar mu-:
Iut- teluk itw jauh melebibi lebar 24

L. - Sedang  dikeiahui bahwa untuk:
menarik ‘gavis lurus seperti itu hanya’
dibenarkan bilz ‘lebar mulut teluk iz
dak melebihi 24 mil. Hal ini diatur.
dalam naskah perundingan tidak resmi
atau ‘Informal *Composite Negotiating:
Text {ICNT) pada Konferensi Hukum .
Laut Internasional ke-IlI 13) vang:
sampai sekarang belum selesai :

Pasal 10 gyat 4 :

VIf ‘the distance between the low-water

inarks of the natural enirance points of a
bay does not exceed 24 miles a closing line

may be drawn :behween these two low:

water marks, and the waters enclosed there .
by shall be considered as internal waters”,

‘Kalsdu benar perkelahian di udara
itu terjadi atas titik sejauh 60 mil le-
pas pantai Libya di datam Teluk Sid-
ra, 14} maka tidak bisa dikatakan ada’
pelanggaran atas wilayah kedaulatan
Libya oleh AS, Libya hanya patut me-
rasa khawatir dan gelisah terhadap
armada negara besar seperii AS yang
mengadakan lathan perang tepat di
muka pintu halaman rumahnya.

Sebagaimana dikemukakan di atas,
Konferensi Hukum Laut Internasional
ke-IIY (vang telah dimulai sejak tahun
1974) sampal kini belum menghasil-
kan suatu konwvensi yang disetujui oleh
sermua negara peserta. AS tampil se-
bagai negara vang bersikap keras un-
tuk meninjau kembali bagian-bagian
tertentn dalam ICNT dan menghen-

12, Likar “Informal Compasite Negotiat-
ing Text” {ICNT), Document A/
CONF, 62/WP 10, 15 Juli 1977,

oy entned RN aTvsstad T ompad  Joa e pese oy




“penundaants

Aakis

:s;dang untuk _membicarakzan, masalah

yang palmg pehl\ tf_mang penambang- -

- anvmineral: divdasar laut :di:luar batas

“Bisa dlbayangkan apabﬁa Lonferr.n
sl itu gagal, maka ICNT itupin belum
dapat. - diresmikan . sebagai  konvensi
Hulkum ; La~ut' Internasional. . Peristiwa

Teluk . Sidra menyada:kan mas,yarakat. ‘
mtemasxonai ‘bahwa Hukum Laut. -
ternasional mendapat sfantangan . un--

tuk cmengatasi  perbedaan- -perbedaan

kepentmgan antara negars-negara besar:

dan kelompek negara. sedang berkem-
bang bukan atas dasar kekerasan, teta-
pi demi pr:n51p ~prmszp keadilan. Hu-
kum’ Intcrnasmnal Hui-;um Laut In-
temasmnal meuanggung beban untuk
merumuskan suatu I{ompromx yang
dapat d1ter1ma oleh
secara umvcrsal
sebaglan besar negara«negdra telah’

mengalam: berbageu fase perkembang '

an pohtlk, ekonomi dan sosml menye-
aLzazican 51Lap sﬂxap mereka’ terhadap
macam-macam peraturan Hukum In-
ternaszonai _menurut l\epentmgan na-
smnal yang d1canangkannya pada su-
atu masa ierientu

HUBUNGAN INTERNASIONAL LI- '

BYA ‘DAN AMERIKA SERIKAT.

Pemsnwa Teluk . Sidra erat sckall

kaitannya -dengan rentetan peristiwa

sebeiumnya. Hybungan yang tidak ber-
szhabal antera Libya vang dipimpin
oleh Muammar Kaddafi dan AS sudah
berlangsung sejak beberapa tahun yvang
lalu, -Sebagal salah satu. negara Arab
yang berhaluan keras, Libya menen-
tang perjanjian Camp David antara
Mesir, Israel dan AS. Apa yvang terjadi
terhadap Kedutaan Besar AS di Tri-
poli, Desember 1979 dan gerakan te-
rorisme internasional yang  didukung
dan dibiayai oleh keuangan: Libya vang

% LRI . FEEI TN S SR S P LA ST S T

N nsipenandatanganant
" 1CNT stuiiKonferensi ‘masih harus ber”

yunsd1ks: _nas_:ona[ vang® dxpersoalkan y

sem_ua newara )

tér begar ketiga 'l;epada AS adal.a}'i.
rupakan ke_]adlan~l~.c_]aclzan yan

" runcingkan - konfrontasi “intern: aln .

antara ~kedua negara “itu, I_iubu'x_i'g'
diplomatik Libya ‘dan "AS*akhi
putus’sama sekali (Mei 1981) det
Presiden Reagan mengusir semua
plomat leya yang acta di AS

Sampm sekara.ng leya t:da
mungkm belum mengadaka
balasan atas tertembak jatuhnya
pesawat™ tempurnya akibat pe
Teluk Sidra itu. Sejumlah le
2000 orang A3 berade di Liby
sebagian besar adalah tenaga ahh ‘be-
ker_;a pada ladangwladang minya
va, ternyata tidak menjadi korban sa-
saran kemarahan Kaddafi. Resik
berbahaya ini bukan tdak dipers
bangkan terlebih dahulu oleh A8
naga-tenaga ahli asing merupakan m
dal u"tama bagi. produks’;i minya

ke AS. Akibat fatal bagi L1bya
kin ‘terjadi apabila Libya mcn'_
k eselamatan warga negara AS di_ .
ancaman mana belum d1perh1tungkan:
akan juga mengkhawatirkan r _:
ribu tenaga akli asing yanglain, antara
fain dari Itali dan Turki, untuk ‘Deran-
jait dari bumi Libya. .
Dari uraian hubungan politik, dan
ekonomi internasional di atas, Hukum
Internasional tidak tampak melakukan:
peranannys sebagax sistern hukum un-
tuk mengatur secara efektif hubunga_g‘:
antara anggota masyarakat imternasi-
onal yang satu dengan yang lain. Hu-,
kum Internasional tidak ditaat dan ka-
rena itu Iukum Internasional seolah-
olah tidak Dberwibawa. Negara-negara
tidak lagi menyeclesaikan sengketa-
sengketa  internasionalnya  dengan
cara-cara damai agar tidak mengorban-
kan E;{eg;nanan dan _pefdamaiaz@':'.intern
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-nyai Kaiau leya txdak ‘hendak mem-
“buat warga negara AS di Libya menja-

" di. sasaran ; permainan. sandera misal-

nya, tetapi jusiru tidak ingin mengos-
banka.n sumber pendapatan vital nega-
ranya ‘dari.produksi minyak. AS justru
wajar. uniuk merasa resah dengan ada-
nya kemungkinan. pembalasan Libya
" berupa feror internasional yang lang-
: sung _ditujukan kepadanya dan atau

':% KETAA’I‘AN TERHADAP HUKUM
INTERNASIONAL.

Hukum Intcrnasmnal sebagau suatu

'"sxstx.e‘_m_.hhk_u“n mengidap beberapa ke-

lemahan, Kelemahan itu antara lain
terlctak pada perangkat sanksinya. Ti-
dak s&pern sanksi-sanksi Hukum Na-
smnal sanksi-sanksi Hukum Interna-
sional ‘bersifat absirak adanya, vaiiz
terg:mtung pada kemauan negara-nega-
ra untuk diikat (the consent of states
to _be___bound) oleh ketentean Hukum
Internasional. Hukum itu sendiri ber-
sifat mengikat, tetapi ketaatan ter-
hadapnya ‘tidak akan timbul dengan
menolak szfat ‘tersebut. Rasa tanggung
_]awab negara-negara itu sendiri sebagai
anggota masyarakat dunia untuk men-
taad atan melanggar peraturan Hukum
Intgmasmnai Negara-negara  harus
mempertimbangkan kemungkinan
timbulnya kekuatan tekanan opini du-
nia apabila mereka hendak melanggar
peraturan Hukum Internasional.
Sanksi ‘vang mungkin bersifat agak
kongkrit, vaitu yang dilukiskan oleh
Hans Kelsen sebagai tindakan-tindakan
perang dan pembalasan (war and repri-
sal imessures as sanctions). 16) Sejalan
dengan apa vang dikemukakan oleh
Kelsen itu, kutipan berikue ini 17)

16, Wolfgang Friedmann, The Changing
Structure of Imternational Law, Va-
Eils, Feffer and Simons Privare Lid.,

" Bpmbay, 1964, hal, 61.
17.. Albert E. Hindmarsh, Force in Peace
 Forse Short of War in Intemational
Relations, Cambridge, Mass.,, Harvard
Bt e mPany FRmoen  JEI2 W armmrr I3t T

memberikan tambahan kepada perang-
kat sanksi Hukum Internasional :

"4 final possible response to viplation
would be war or other forcible and probab-
lv unilateral acte of redress and reprisal, ful-
filling the punishment function of sanction,
if Lttle else. Other than war, nations might
resort to measures stich as embargo, demon-
stration and pecific blockade ™.

Jadi disamping tindakan perang dan
tekanan wntuk membetulkan kembali

"(redress) atau pembalasan oleh negara-

negara yang dirugikan, hukuman bisa
berupa tindakan-tindakan embarge,
aksi demonstrasi dan blokade tanpa
kekerasan ierhadap negara yang me-
langgar ketentuan Hukum Internasi-
onai.

Suatu keputusan hukum bagaima-
papun juga tidak mungkin dlialasana-f
kan ianpa ada penundukan diri oleh
negara yang berszlah terhadap lemba-
ga sanksi Hokum Interasional. Kalan
negara adalah subyek Hukum Interna-
sional schagaimana dikatakan oleh
Starke, 18) maka kedudukan Hukum
Internasional seharusnya berada di
atas negara dan sebaliknya negara ada-
Iah bawzhan (subordinate) yang harus
tunduk pada peraturan Hukum Inter-
nasional. Kesulitan utama dalam me-
ngenakan peraturan-peraturan itu ke-
pada negara-negara  kata Brierly, ada-
lah adanya kenvataan bahwa negara-
negara itu memiliki kekuatan yang po-
tensial sering mengembangkan suatu
kecenderungan untuk mencapai tujuan
melindungi * kepentingan-kepentingan
nasionalnya secara di luar atau bahkan
melawan hukum, 19}

Kekuaian negara seperti vang di-
mazksudkan oleh Brierly di atas tetap
akan menyulitkan diterapkannya sank-
si-sanksi Hukum Internazsional seandai-

1&. LG Srarke, An Introduction to In-
temational Law, Saeduran :© F. Isj-
warg, SH. LLM., Pengantar Hukum
Internagional, Edisi kedV, Alumni,
Bandung, 1972, hal. 2935,
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. Perz‘;_ fwa Tel:_dc Sidra

nva Hukum
'semacam Lkekuatan lembaga pemaksa
‘seperti United Nations Peace Force
(UNPF) vang pernah’ dlkemukakan

- oleh U Thant sewakeu masih: menjabat-'
Sekertaris Jenderal Perserikatan Bang-

' sa Bangsa, sebab seperti apa yang dika-
 takan oleh U Thant sendiri : 20)

are essentially peace and not fighting forces
.and ;they. operate ionly . with the consent of
‘the parties directly concerned’’

Begitulah bahwa I\el\.ua‘aan lembaga pe-
maksa itu baru beroperasx ham,'a apa-
bila disetujui ‘oleh para pihak yang
terlihat secara langsung.”

Mungkin sanksx—san_ksx ita dapat di-
berlakukan secara efektif dan pelang-
garan terhadap Hukum Internasional
selanjutnya. dapat diccgail dengan me-
ngadakan semacam “world police for-
ce’ yang dmsuii\a.n oleh Clark dan
Sehn, Usul ity menghendalu diadakan-
nya pc:rlucutan senjata olch setiap e~
gara dan pada saat yang sama diben-
tuk suatu “world police force’ dengan
_kemampuan kekuatan militer tunggal
yang bcropera51 dxselumh duma 21)

“Akhimya sanksi dan kekuatan iem~
baga: pemaksa apapun yang menjadi

20. U Thant, United Nations Peace For
Tl ce) i Address tto. Hayvard - Alumni As-
i .sociation, Cambridge, Mass., 13 Juni

. 1983 yeng dikuwtip dari th[mm W
Bishop, Jr., Intemanonal Law [
“Cases and Materigls, Third ‘edition,
Little, Brown and Company, Boston

cand Toronto, 1971, hal. 260, . 261,

2L Greenville, Clark dan Louis B. Soim,
World Peace rhrough _World Law,
Second edition, Charles E. Turile
“Company, Tokyo, 1960, hal. XXIX.

sional mempunyai pij _élka'ﬁ" ‘bapi penegakan:HukumInte

nasional, kemanjuran Hukum Inte
nasional itu fergantung pada kcmam

_ ; puan’ Hukum Internasional menampak - '
“ Kan® difinya bermanfazi bagl masya-
“rakat bangsa-bangsa untuk melakukan

hubungan-hubungan di antara mereka
sesuai dengan ukuran-ukuran tertentu

- R “yang diterima secara umum, adil- dan_
"They (the peace keeping forces — penulis) . i

beralasan. 22}

KESIMPULAN

Berkah yang dapat d:ambzl:.z-»dan.
peristiwa Teluk Sidra itu adalah bah-
wa masyarakat internasional kml sadar

‘akan kekurangan-kekurangan yang di-

kandung oleh sxstem Hukum Intcma~
blonal s - O
- Pertama bahwa Hukum Laut Inter-
nasmnal -harns mampu mempertemu-
kan:semua perbedaan-perbedaan:pen-
dirfan negara-negara agar terciptasuatu
Ppaket persetuinan’ yang dapat-dite-
rima ‘oleh semua negara secara univer-
Kedua bahwa Hukum Internasional
harus: mampu membentuk suai ke-
kuatan lembaga pemaksa yang:dapat
secara efektif memberlakukan sanksi-
sanksinya sehingga tercegah kemung-
kinan. terjadinya pelanggaran-pelang-
garan ierhadap ketentuan Hukum In-
ternasional. ;
-~ Hukum Intemasmnal menanggung
beban yang berat untuk mengatasi: ke—
kurangan-kekurangannya. i1

22, Hackworth, Digest .of Internaripnal
Law, Vol I,p.12, 1940 yang dikiitip
dari Willigm W, Bishop, Jr., Interra-
tional - Cases and Materials, Third
edition, Little, Brown and Company,
Bostop and Toronto, 1871, hal, 9.

Vo

Jika hati busuk, maka tujuzn pun. turut meniadi buruk.. . -






